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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
1.1. Latar Belakang 

   

  Penyusunan Rencana Startegis (Renstra) berpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

  Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan  Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun.  

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai tugas fungsi perangkat daerah , 

berpedoman pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 

bersifat indikatif.  Perumusan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah merupakan 

proses yang tak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan 

rancangan awal RPJMD. 

  Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah mencakup : 

a) analisis gambaran pelayanan;. 

b) analisis permasalahan ; 

c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya ; 

d) analisis isu strategis ; 

e) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan 

indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD ; 

f)    perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan 

dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah ; 

g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi 

kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat 

Daerah serta pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD. 

Rencana program, kegiatan, indicator kinerja sasaran, indicator kinerja 

program maupun indicator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan 

indikatif selama 5 tahun serta lokasi kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD Kota Yogyakarta. 

Tema pembangunan Kota Yogyakarta adalah Meningkatnya Pelayanan Publik yang 

berkualitas menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan 

Semangat Segoro Amarto. 

  Renstra Perangkat Daerah Inspektorat akan menjadi pedoman dalam   

merumuskan dalam Rencana Kerja perangkat daerah Inspektorat setiap tahun yang 
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memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan 

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi 

masyarakat. Sedangkan Renja Perangkat Daerah Inspektorat selanjutnya akan 

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat . 

 

1.2. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3.. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

8.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah.  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan 

Pengawasan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan  Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;  

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025; 
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13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Yogyakarta; 

 14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta; 

 15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 

16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota 

Yogyakarta. 

17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Kota Yogyakarta. 

18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. 

   

1.3    Maksud dan Tujuan 

1.  Maksud  

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2017-

2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, 

sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja.  

Rencana Strategis Inspektorat Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai 

pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kota Yogyakarta dalam rangka 

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk Tahun 2017-2021 sesuai tugas 

dan fungsinya sebagai  unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan 

mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  

 

2. Tujuan  

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah untuk : 

a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah 

Kota Yogyakarta dengan Inspektorat Kota Yogyakarta, sehingga akan 

bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kota Yogyakarta. 

b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kota Yogyakarta untuk 

penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang memuat program dan kegiatan 

.dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 

2017-2022 sesuai tugas dan fungsinya sebagai  unsur pengawas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 

Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan mengawasi  
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1.4 Sistematika Penulisan 

  

BAB I  PENDAHULUAN  terdiri dari: 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH : 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  terdiri 

dari :  

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

 

BAB IV   TUJUAN, DAN SASARAN : 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  

 

BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

BAB VI   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

   

BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

BAB VIII  PENUTUP 
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